PERATTJRAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR < TAHUN 2001
TENTANG
RETRTBUST PEI.AYANAN PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

Menimbang : a. bahwa sebagai konsekwensi diberlakukannva Undang
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Subang Nomor 07 Tahun 1987 tentang Kebersihan,
Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah
Tingkat T1 Subang harus disesuaikan;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut perlu
dibugt Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelaya-
nan Persampahan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851) :

2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048):

3. Undang-undaneg Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggunejawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1975 Nomor 5):

9. Peraturan _... 2
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. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang et.ribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 5, ‘Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 36892);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun

1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah
dan Retribusi Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun

1947/ tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Ret.ribusi Daerah;

H. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
oubang  Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penerbitan
Lembaran Daerah dan Penugasan Pengundangan Perat-

uran Daerah/Keputusan Daerah kepada Sekretaris
Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II1 Su-
bang.

Dengan persetiyjuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

MEMUTUSEKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Subang;

b. Pemerintah pDaerah adalah Pemerintah Kabupaten
Subang;

~_ Kepala Daerah adalah Bupati Subang;

4. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan  Kabu-
. paten Subang;

e. Kepala ..-- 3
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Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan
Kabupaten Subang:

Hadan adalah suatu bentuk Badan Usaha vang
me liputi Perseroan 'Terbatas, Perseroan Komandit. -

er, Perseroan lainnva, Badan Usaha Milik Negara
ataun Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Persekutuan. Perkumpulan, Firma, Kongsi, Kopera-
81, Yavasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga

Dana Pensiun. bentuk usaha tetap serta bentuk
Hadan Usaha lainnyva;

Sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa,
bekas-bekas vang tidak terpakai lagi menurut
fungsinva semula atau kotoran yvang harus dibuang
baik berasal dari perorangan, rumah-rumah, kan-

tor. bangunan, perusahaan, industri, pusat perda-
gangan vang berada di wilayah Kabupaten Subang;

Tempat. Sampah adalah tempat atau kotak yang
dibuat dari kayu, plastik, kaleng/seng, dan atau
bahan lainnva vaneg diperuntukan dan dipergunakan
sebagai tempat penylmpanarn sampah;

Bak Sampah adalah tempat penampungan sampah
sementara dari tempat sampah vyang selanjutnya

akan diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir
(TPSA);

Tempat. Pembuangan Sampah AKhir (TPSA )adalah

tempat pembuangan sampah yang akhir dan merupakan
tempat pemusnahan sampah ;

Gerobak Sampah adalah alat angkut sampah;

Mobil Sampah adalah kendaraan bermotor beroda

empat atau lebih untuk mengangkut sampah dari bak
sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir;

Terminal adalah prasarana untuk kepentingan
angkutan Jjalan raya funa mengatur kedatangan dan
keberangkatan bermotor umur vang memuat dan

menurunkan orang atau barang;

Tempat Parkir adalah tempat vang Ehusus dipergu-
nakan untuk memarkirkan kendaraan;

Tempat umum adalah tempat konsentrasi/berkumpul-
nya orang—orang;

Kendaraan .... 4
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p. Kendaraan adalah kendaraan bermotor vang dipergu-
nakan untuk angkutan orang/barang di Jalan umum;

qQ. Parkir adalah menempatkan dengan memberhent ikan

kendaraan dalam suatu waktu tertentu ditempat
prarkir;

r. Pengusaha Industri dan Pabrik -

1) Kelas 1 adalah Industri Besar dengan Juml!lah
pegawal 200 orang atau lebih dan menimbulkan
dampak terhadap |ingkungan hidup;

2) Kelas 11 adalah Industri Sedang dengan Jjumlah
Pegawai antara 100 sampai dengan 199 orang dan

kurang menimbulkan dampak 1ingkungan:

3) Kelas 11l adalah Industri Kecil dengan Jumlah
tenaga kerja 50 sampai dengan 99 orang dan

tidak menimbulkan dampak |lingkungan.
s. Kantor, Pendidikan dan Rumah Sakit

1) Kantor :

— Kelas I adalah Perkantoran BUMN/BUMD dan
seJjJenisnva;
— Kelas I1 adalah Perkantoran Pemerintahan.

2) Pendidikan :
_ Kelas 1 adalah Persekolahan dengan Jumlah
ruaneg belajar 10 ruangan atau lebih;

— Kelas II adalah Persekolahan dengan Jjumlah
ruang belajar dibawah 10 ruang an.

3) Rumah Sakit :
— Kelas 1 adalah Rumah Sakit Tipe A;

_ Kelas 11 adalah Rumah Sakit Tipe B;
_ Kelas III adalah Rumah Sakit Tipe C;

+ Hotel, Penginapan, Bioskop dan Sandiwara :

1) Hotel dan Penginapan -
_ kelas 1 adalah jumlah kamar 30 buah atau

lebih;
— Kelas 11 adalah Jjumlah kamar 15 kamar

sampail dengan 29 kamar;
_ Kelas II1 adalah dengan jumlah kamar dibawah

15 kamar.

2) Bioskop .... O
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2) Rioskop dan sand iwara

Relan | adalah densan Jumlah pensunjung
harian 10 orang atau ledbih;

Relasn 11 adalah densan Jumlah  pensuniung
haritan M sampatl demnstan 99 penguniuns .

Kelas 111 adalah dengan Jumlah penstuniung
harian adalah O pensmaniuns.

u. Rumah Tinagal @

1) Kelas | adalah yang menssunakan tenaga
liatrik lebih dari SO0 watt:

2) Relaa 11 adalah yans menggunakan tenaga
listrik sebesar X)) watt:

3) Kelas 111 adalah vang mempersunakan tenaga
listrik sebesar 400 watt]

4) Kelas 1V adalah yans menssunakan tenaga lis-
trik dibawah 450 watt abudemon.

v. Pedagana di Pasar. Terminal. Los. Kios, K5,
Renskel. Warung. Salon. Tukans jahit aan usaha

lainnva °:

1) Kelas 1| adalah untuk Toko, Kios. Bengkel,
Salon dan Tuakang Jahit:

2) Kelas 11 adalah untuk Pedasans Pasar /Terminal
dan los:

3) Kelas 111 adalah untuk pedagans KS dan
Warung /dan sejenisnyva.

w. Restoran. Rumah Makan. Waruns Nasi, Kantin Maka-

nan dan Minuman atau sejenisnya °

1) Kelas 1 adalah densan jumlah pensunjung
harian adalah 100 orang atau lebihs

2) Kelas 11 adalah denzan Jumlah pensuni ung
harian adalah 50-99 oransg.

3) Kelas 111 adalah densan Jumlah penguniung
harian dibawah SO orans:

4) Kelas 1V adalah Kantin Warung Makanan dan

Minuman atau sejenisnva.

x_. Setiap kendaraan umum (Bus. Elf. Colt) yang masuk
| dan mengambil PenumPang dan berhenti di Termi-

nal

1) Kelas 1 adalah kendaraan Bus:

5y Kelas 11 adalah kendaraan Elf dan sejenisnya;
3) Kelas 111 adalah kendaraan Colt dan sejenis-

nva.

v. Pemilik .... ©
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y. Pemilik Perahu di Dermaga dan Tempat Pelelangsn
Tkan :

1) Untuk Pemilik Perahu di Dermaga

- Kelas | adalah Perahu dengan awask kapal 10
orang atau lebih;

— Kelag I] adalah Perahu dengan awak kaps]
kurang dari 10 orang.

2) Pelelangan [kan :

— Kelas | Tempat. Pelalanga |kan dengan Jumlah
Perahu vang bersandar untuk me lelangkan 1kan

sebanvak 50 perahu atau lebih perhari;

- Kelas 11 Tempat Pelelangan I kan dengan
jumlah perahu yang bersandar untuk melelang-
kan ikan sebanyak dibawah 50 buah perhari;

7z _ Tempat Hiburan/Keramalan :

1) Kelas 1 adalah dengan jumlah pengun)ung perke-—
giatan sebanyak lebih dari 1000 orang;

2) Kelas 11 adalah dengan Jumlah pengunﬂqng
perkegiatan sebanyak lebih dari 500-1000
orang;

3) Kelas 111 adalah dengan jumlah pengunjung
perkegiatan sebanyak dibawah dari 500 orang;

aa. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagal penb:;
- yvaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerint

Daerah untuk kepent.ingan orang pribadi atau
Badan;

bb. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat.

.. ' |ah surat yang digunakan oleh
disingkat SPTRD ada
Waijib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan

pembayaran Retribusi yang terutang menurut Perat-
uran Retribusi;

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD)
o dalah Nomor Pokok Waljib Retribusi yang didaftar-
iai dan menjadi indentitas bagi setiap Wajib

Retribusi;

dapat dising-
ihan Retribusi Daerah vang
ac- i:iﬂts$33 adalah surat untuk melakukan tagihan

Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa

dan atau denda;
punes ee. Surat .... 7
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(1) Obhjek et r1busl pebaga imana dimaksud pada ayat
(7)) melipnbid

A Palaynnan Pesranmpnhar rumnh Langga
h* Pey l nyannan Pesrrsnmpaharn induntrl /parusahaan ;

v Pelayanan Pesrrsnmpahan Kantor,;
A4 Velanyannn Peprsampahan lalnnya.

(4) Hubjok Hest,r1bumnd ndalah seliap orang pribadi
¥ . |
ntau Badan ynng mendnpatkan pe layanan Pernamps

han/FKebern fhan.

Pasal I

t.ribusl adalah Pelayanan
. n dar) Objyek Hebt
I':H: :;::,:,::I sesbagni akibat, kegiatan sosial/ibadah.
ermn

BAB 111 .... B
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GOLONGAN KETRIBUST, PRINSIP DAN
GDASARAN PENETAPAN TARILF

Pasal 4

Ketribusl pelavanan Persampahan termamuk golongan
Ret.ribust Jasa Umuam.

Pasal 5
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip retribusi
adalah didasarkan pada keblj)aksanaan Daerah dengan
hersangku-

memperhatikan bilaya penyvediaan Jana yang
Lan. kemampuan masyarakatdan aspek keadilan.

HAR 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

pe layanan pembuangan

(1) Tingkat penggunaan jasa
menghitung vo | ume

aampah diukur dengan cara
asampah yvang dibuang.

a pelayanan pengangkutan
jukur dengan cara menghi-
diangkut., dan dibuang.

(2) Tingkat peng@unaan Jjas
dan pembuangan sampah d
tung vo lume gampah yvang

HAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRTBUSI

Pasal 7

tarit retribusi ditetapkan berdasarkan

a. Nilal dari volum .
b. Letak bﬂnﬂunan/tempat penghasil sampah ;

c. Jenip bangunan/tempat pengahsil sampah.

Pasal 8 .... 9
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Pasal 8

Besarnya HKetribusi sampah dimaksud dalam Pasal 28

ditetapkan menurun penggolongans/klasifikasi sebagai
herikut

1. Untuk Industri dan Pabrik-pabrik setiap bulan :

B BEIBE I @ cosssnrisincesms Rp. 500.000., -
b. Kelas IT  ________.._._.._ . Rp. 250.000. -
c. Kelas TIT ... _ .. _._.._..._. Rp. 150.000, -
. Reled IV  cocssniiscnnno. Rp. 100.000, -

2. Untuk Kantor, Pendidikan, Toko dan Rumah Sakit
setiap Bulan

a. Kelas |

B. E8las Il .. ccccivineonee Rp. 30.000,-
c. Kelas I71]

3. Untuk Hotel, Penginapan, Bioskop dan Sandiwara
setiap bulan :

a. Kelas I ... @ e e ... Rp. 50.000.-
R T (e —— Rp. 30.000,-
2. Kalal Il sciscisivesnmonk Rp. 20.000.-

4. Untuk Rumah Tingegal setiap bulan :

. EBlE8 I L :eceivcua inees Rp. 3.000, -
h. Eelag JI . cosicoasmiasss Rp. 2.000, -
R 75 . 0 [ S ——————— Rp. 1.000, -
d. ERlasm TV s sweewmmn mminss Rp. 790, -

di Toko. Kios, Los, Warung, Salon, Tukang Jahit,
K5 dan usaha lainnya setiap hari :

a Kelas T .o aaaaannnn Rp. 300, -
bh. Belag JI .cicsseasnameema Rp. 200. -
e. Emlan TYXI  aciwss e smnns mn Rp. 100, -

6 Untuk Restoran. Rumab Makan, warunsg Nasi. Kantin
Makanan dan Minuman atau sejenisnva setiap
bulan :

i Kelasg I 9 ciseemeemnnsaos Rp. 30.000.-
h. Baelag JI .iosnaass weenes Rp. 20.000,-
c. Kelag 1J]I ..ccccesccaacesnn Re. 15.000.-
d: Ealasg TV coscdmnsaannens Rp. 7.500,-
7. Untuk .... 10
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7. Untuk  aetiap Kendaraan mum Preman  di
dan Tempat Packire

N . et tap kaly

Terminal

latnnya dipunsaat pebensar Rp
Mrkir

. Untuk  selilap kendaraan wmum (Bua. Kl1f dan Colt)

vans masuk dan mengambi renumpansa di Terminal
serta berhenti setiap harinya

a. Kelasn 1|

.............. Rp. 3.000.,
b. Kelaa 11 (... .. . ..... Rp. 2.000,-
c. Kelaa 11l ... ... .0 Rp. 1.000, -

<

Untuk pemilik Perahu dan Dermaga Tempat Pelelan-
gan lkan setiap harinya

e KHIEE I 9 sues vesw vass sass Rp. 500, -
Bh. B8l Il cicicasvanass s Rp. 250, -

10. Untuk setiap pensgunjung ke tempat rekreasi /Objek

Wisata/Tempat Hiburan dipungut snetliap
orang/pensunjung Rp. HOO, -

11. Untuk setiap orang vang menginap di Hotel /Pengl-

napan/lLosmen dipunsut. setiap malam/orang yansg
menginap Rp. H00, -

12. Untuk Hiburan Keramaian Umum dan sejenis lainnya
dipungut. setiap kegiatan se lesal -

a. Felad I  .c.-cccsacannnana Rp. 50.000,-

b. Kelas Il .. cccccacnannn Rp. 30 .000, -

c. Kelas III .. .ccccccecncces Rp. 15.000,-
Pasal 9

Pelavanan Pembuangan Sampah :

Setiap orang /Badan swasta/Pemerintah vang
me;mhuanﬂ sampah lanfgsung ke TPA dikenakan tarif per
M3 -

a. Dengan Angkutan Sendiril

00,00
-~ Biaya Pengelnlaan/?amuenahan e 2;_ ﬁ_goo >
-~ Biaya Administrasli .....---ccc-e- o 4

b. Angkutan sampah Dinas Kebersihan

- Biaya Angkutan ...---- AR BEE = T Rp. 2.000,00
- Biava Pengelolaan ....---===27777" Rp. 1.000,00
~ Biaya Administrasl .....---ocso00r
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Panal 10

Hasil Retribual digunakan antara lain untik

a. Btava Penmumpulan Sampah:

b. Biava Pengangkutan Sampah:

c. Biava Penampungan Sampah:

d. Biaya Pemusnahan/Pengelolaan Sampah;

e. Biava Administrani.

HAB VI
TATTA CARA PENDAFTARAN DAN PENDA'I'AAN
Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan data Wniib Retribunli
perlu  dilaksanakan Pendattaran dan Peondataan
terhadap Wa.jib Retribusi baik vang berdominil)
didalam Wilavah Daerah maupun yang berdomisi Ll
diluar Wilavah Daerah objek Retribumi dl Willayah
Daerah vang bersangkutan.

(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan dinawnl
dengan mempergiapkan dokumen yansd diperlukan
berupa formulir pendaftaran dan pendataan d1nam
paikan kepada Wajib Retribusi yang bernangkutan.

(3) Setelah tormulir pendaftaran dan pendat.aan

dikirim/disampaikan kepada Wajlb Retribuni diinl
denpgan Jelas, lengkap dan benar, dikembal ikan

kepada petugas Retribusi, gerbagal bahan menglind
daftar induk Wa)ib Retribusi berdasarkan nomor

urut .

(4) Dafttar Induk Waliib Ret.ribusi snobagalimana
dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat, diper-

gunakan sebagai NPWRD.

BAH VII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Penetapan Ret.ribusi berdasarkan SPTRD dengan
menerbitkan SKRD.

(2) Dalam .... 12
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(2) Dalam hal HPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retrd

busi sebagaimana mentinya. maka diterbitkan SKRD
pecarsa Jabatan.

(3) Hentuk dan (sl SKRD sebagaimana dimakend ayat
(2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Apabl la berdasarkan hani] pemerikpaan ditesukan data
baru dan atau data yang sesmulan belum terungkap vans

menvebabkan penambahan Jumliah Ketribumi yang tera
tang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

HAR VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Panal 14

(1) Pembayaran Retribusi Daerah di lakukan di
Kan Dacrah atau ditempat Iain yang dituntuk

memual waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SERD. SKKD Jabatan dan SKERD Tambahan.

(2) alam hal pembayaran di lakukan ditempat Iain

imaan Retribuslil
yang dituniuk, maka hanl )l pener ‘
Daerah harus disetor ke Kan Daerah oelambat

jambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang
d1tentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Apablina Pesbayaran Retribusi dilakukan meotLle
lah lewat waktu yans ditentukan sebagalmana
d § mak pada ayat (1), maka dikenakan sankni
administrasi berupa bunga sebesar ZX (dua per-
nen ) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

(1) Pembayaran Ketribusi harus dilakukan mecara
tunal/lunas.

(2) Kepaln merah atau Pejabat yang dituniuk
. -«

ik
kepada Wallb Hetribunl  uanth
{ member) izin

::::anﬂuur Hetribusi Terutang dalam Jangkna wnktu

tertentu dengan alasan yang dapat dipertansgung -
Jawnbkan.

(3) Tata .... 13
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(3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

(4) Kepada Daerah atau Pejabat vang ditunjuk

dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda

pembayaran Retribusi sampai batas waktu vang

ditentukan dengan alasan yang dapat dipertang-
gung,jawabkan.

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) diberikan tanda bukti pembaya-
ran.

(2) Setiap pembayvaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda

bukt.i pembayvaran Retribusi ditetapkan oleh
Kevala Daerah.

BAB IX
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17

Retribusi yvang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 18

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yaﬁg mendapatkan
jasa pelayan—an Persampahan waJjib membayar

retribusi.

(?2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan gecara
‘ Rrutto Stelsel kepada Rendaharawan Khusus Pene-
rima pada Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Dalam bhal Wajib Retribusi tidak membayar tepat

ada waktunya atau kurang membﬁyar dikenaka?
Eﬂnkﬂi administrasi gebesar 2 % tiliap bulan daril

retribusi vang terutang vang tidak atau k%ran%
dibayvar dan ditagih dengan menggunakan Sura

Tagihan Retribusi Daerah.

(4) Bendaharawan .... 14
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(4) HBendaharawan Khusus Penerima pada Dinas

Pendapatan Daerah se lambat—-lambatnya 1 X 24 Jam

atau dalam waktu vang telah ditentukan harus

menvetorkan hasil Penerimaan retribusi ke

Kas
Daerah.

Pasal 19

(1) Sebagai bukti pembayaran retribusi diberi-
kan tanda bukti pembavaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda

bukti pembavaran retribusi ditetapkan oleh
Kerala Daerah.

BAB X

INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN
PENANGGUNGJAWAB

Pasal 20
Dinas Kebersihan adalah Pemungut dan Pengelola
Retribusi Persampahan.
Pasal 21

Pemungutan dan pengelolaan Retribusi dipertanggung-
jawabkan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 22

. , ¢
t. Teguran/?erlngatan/bura

(1) Pengeluaran Sura _ t
lain van# gejenis sgebagai awal tindakan pelaksa

naan -pPﬂﬂﬂihﬂﬂ Retribusi dikeluarkan EEHEPE
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemba

yaran.

(2) Dalam .... 1D
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(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tana-
gal ourat Tegur—-an/Peringatan/Surat jlain vang

sejenis, WaJjib Retribusi harus melunasi Retri-
businva vang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk—-bentuk formulir yang dipergunakan untuk

pe laksanaan Penagih an Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

Daerah.

BAB XTIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERTNGANAN
DAN PEFMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Bupat.i Kepala Daerah dapat member ikan penguran—
gan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan
dan pembebasan Retribusi sebagaimana d imaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

TATA CARA PEMBETULAN,, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINTISTRASI DAN PEMBATALAN

pasal 25

Retribusi dapat mengajukan permohonan
pembentulan SKRD dan oTRD yang dalam penerb%tan—
nya terdapat kesalahan tulis, keaalaha; h:z::ﬁ
dan Aatau gkekeliruan dalam penerapan era

perundang-undangan Ret.ribusi Daerah.

(1) Wajiib

(2) Wajib ..-- 16
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(6)

(1)

16

. mengajukan permohonan,
atau peghapusaan sanksi administrasi

berura bunga dan Kenaikan Retribusi Yyang teru-

tan? dglam ha}.sanksi tersebut dikenakan karena
kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena
kesalahannya.

Waiib Retribusi dapat mengajukan permohonan

DenEurﬁnEan atau pembatalan ketetapan Retribusi
vang tidak benar.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Penguranegan ketetapan, penghapu-
san atau penguranean sanksi administrasi seba-
gaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan seba-
gaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan
secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang

jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan-
nya.

Eeputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud

pada avat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah
atau Peijabat vang dituniuk paling lama 3 (tiga)
bulan sejak Surat Permohonan diterima.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaiména
dimaksud pada avat (5) Kepala Daerah atau Peja-—

bat vaneg ditunjuk tidak memberikan keputusan,
maka permohonan pembetulan, pengurangan keteta-

pan. penghapusan atau pengurangan.sanksi admin-
istrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 26
Waiib Retribusi dapat menga.jukan keberat-—

atas PoEkOEK retribusi dan atau sanksinya
an ;

kepada Kepala Daerah atau Pejabat vang ditgnjuk
afzz surat EKetetapan Retribusi Daerah (SKRD)

atau Dokumen lain vang dipersamakan.

] tertulis dalam
t.an diajukan secara .
EEEZ;: Indonesia dengan disertai alasan-alasan

(3) Keberatan .... 17
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(1) Keberatan harus diajukan dalam Jangkas waki

:ﬂ:iliﬂ lama 2 (dua) bulan seiak tangpal  Uurat,

hﬂ I-Htﬂmn Retribusi Daerah (SKKD) diterbitbkan,
| ecunall apabila Wajib Ret.ribusi tertentu dagpmi
| menunjukkan

bahwa Jangka waktu 1tu Lidak dapal
dipenihi karena kaadaan diluar kekuanaannya .

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda Kewn )i ban

membayvar Retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi.

Pasal 27

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling |sms
6 (enam) bulan sejak tanggal Surat. Keberatan

diterima, harus memberikan keputusan aLas
keberatan yvang bersangkutan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat

berupa menerima seluruhnya atau gebagian, meEno-
lak atau menambah besarnya Retribusi yang Leru-

tang.

(3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
avat (1) telah lewat dan Kepala Daerah t.idnk

memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap diangegap dikabulkan.

(4) Tata Cara pemenuhan atas keberatan ditetap-
kan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28
(1) Atas ke lebihan pembayvaran Retribusi, Wajib
ret.ribusi dapat mengajukan permohonan pengemts

ja Daerah.

1ian kepada Kepa

K la Daerah dalam jangka waktu paling |lama
o .epa y bulan sejak diterimanya persohonan
: 1;;?i:n pembayaran Retribusi sebags imans
F
d i maksud pada ayat (1), harus member i kan

keputusan.

(3) Apabila .... 1B
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(3) Apabila Jjangka waktu sebagaimana dimaksud pada
avat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengemba -
lian pembavaran retribusi dianggap dikabulkan
dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Hayar
(SKRDI.B) harus diterbitkan dalam Jjangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang
Retribusi lainnya, ke lebihan pembavaran EReltri-

busi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsunsg
diperhitunekan untuk melunasi terlebih dahulu

hutang Retribusi tersebut..

(5) Penegembalian kelebihan pembayaran Retri-
busi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam .janegka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya Surat Eetetapan

Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

(6) Apabila rengembal ian kelebihan pembayaran
Retribusi dilakukan setelah lewat Jjangka waktu L

(dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan
sebesar 2 ¥ (dua persen) sebulan atas keterlam—

batan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Retribusi sebaegaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29

(1) Hak untuk me lakukan penagihan Retribusi,

kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutanegnyva Retribusi,

kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran atau:

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib
Retribusi baik langsung maupun tidak lang-
sSUNng .

BAER XXI .... 29
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HARBR XXI

TATA CARA PENGHAPUSAN PTUTANG RETRIBUSI
YANG KEDATUWARGA

Pasal 30

(1) Pintang retribusi yang tidak _
karena hak untuk me lakukan penagi

lagi
keda luwarsa dapat dihapuskan.
(2) Kepala Daerah mene tapkan Keputusan Penghapusan
rah Tingkat 11 vang sudah

Piutane Retribusi Dae
maksud pada ayat (1).

kedaluwarsa sebagaimana di
Retribusi yang

ijutang
putudan Kepala

(3) Tata cara Penghapusan P
dengan Ke

sudah kedaluwarsa diatur
Daerah.

BAB XXII

KETENTUAN PTDANA

Pasal 31

ak me | aksanakan kewajli-

Keuangan Daerah dian-—
lama 6 (epam) bulan
5.000.000, - (lima

(1) Waiib Retribusi vang tid
bannva sehingga merugikan
cam pidana kurungan paling
atau denda paling banvak Rp.

juta rupi ah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
pasal 31 avat (1) adalah pe langgaran.
Pasal 32
merupakan

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 31

penerimaan Daerah.

BAB XXTII
pENYTDTEKAN
pasal 33

Negeri

dik Pepgawal

ar I;zr;vi pemer int.ahan paerah diberi wewenang khusus
ebagal penyidik untuk me | akukan penyld]kaq
?indék pidana di bidang Retribusi Daerah sebagal-
Aanﬂ 4 imaksud dalam Undang—undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) wewenanf penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
t1) adalah :

a. Menerima .-.-- 20
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a. Menerima. mencari. mengumpulkan  dan mene il
keterangan atau laporan berkenaan denpan
tindak pidana di bidang Retribuni asgar kel eor
angan atau laporan tersebut. menjiadi lebih
lengkap dan Jelan:

b. Meneliti. mencari dan mengumpnlkan ketorang
an mengenai orang pribadi atan Hadan {ent angt
kebenaran perbuatan yvang dilakukan pehubunngan
dengan tindak pidana Retribuni:

¢c. Meminta keterangan dan bahan bukti darl

orang pribadi atau Hadan asehubungan denpgan
t.indak pidana di bidang Retribuni:

d. Memeriksa buku-buku. catatan catatan dan

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribuni:

e. Melakukan rengge ledahan untuk mendapalt:
kan bahan bukt.i pembukuan, pencatatan dan
dokumen- dokumen lain serta me lakukan

prenvitaan terhadap bahan bukti teranebut.;

+ . Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
me |l aksanakan tugas penyidikan tindak pidana

di bidang Retribusi:

g. Menyuruh berhenti. melarang seseorang men
inggalkan ruanean atan tempat. pada anaat,
pemeriksaan sedang her langsung dan  memer i koa
identitas orang dan atau dokumen vang dibawah

sebafgaimana dimaksud vada huruf e;

h. Memotret seseorand yan# berkaitan dengan
tindak pidana di bidang Retribusai;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannyva
dan diperiksa sebagal tersangka atau saksli g

5. Menghentikan penyidikan:

k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk
ke lancaran penyidikan t.indak pidana di Bidang

Retribusi Daerah menurut Hukum vang dapatl
dipﬁrtanﬂﬂunﬂjawabkan_

(3) Penyidik sebagaimand dimaksud pada ayat k1)
member i tahukan dimilainva penyidikan dan menyam
paikan hasil penyvidikannya kepada penuntut umum,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Un
dang—undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XXIX .... 21
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BRAHR XXITX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini maka Peratur
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1T Subang Nomor
07 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan

Ketertiban sepanjang mengenai Retribusi Kebersihan
serta VPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Subans Nomor O8 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Subang
Nomor 07 Tahun 1987 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lasi.

Pasal 35

Hal-ha! vang belum cukup diatur dalam Peraturan

Naerah ini. sepanjang mengenai pelaksanaannya
diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orans dapat mengetahuinva, memer intahkan
Pensundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan

dalam l.embaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 2> Lpril 2001

Diundangkan di Suhang+
pada tanggal g

\HB.N 'ARTS SUMARNA

[LEMRARAN DAERAH RABUPATEN SURANG
TAHUN 2001 NOMOR ... .
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